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GT'BERNUR I,AMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 8O Tahun 2015, perlu
disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut
di atas, dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan
Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung
tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
Provinsi l,ampung Talrun 2O2l;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I La.mpung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan seba gaimana telah diubah dengan
Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksaaaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah kovinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2O19 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi l,ampung;
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Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan
Gubernur Provinsi l,ampung Tahun 2O21 sebagaimana tercantum
dalam t ampiran Keputusan Ini.

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan
dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur
sebagai62ns dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:
a. Rancangan Peraturar Gubernur yang telah dilakukan

evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan
c. Perubahan Peraturan Gubernur.

Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan
Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan
Gubemur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:
a. untuk mengatasi keadaan luarbiasa;
b. untuk mengatasi keadaan konflik;
c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
d. adanya akibat kedasama dengan pihak lain; dan
e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi

atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini al<an diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal/2-t- 2021

GT'BERf,I'RLII. PTIIIG,
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Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi L.ampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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INSTANSI PENGUSUL JUDUL PERGUB PERTIUBAI{GAN DAN
DASAR PElrfl'SUIiIAN

1 Badan Kepega.waian
Daerah

Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Pola Keda Apa,ratur Sipil Negara
Pada Pemerintah Provinsi
Lampung Pada Masa Pandemi
Covid- 19

Pelaksanaan Peraturan Daerai
Provinsi Lampung Nomor 3
Tahun 2020 tentang Adaptasi
Kebiasaan Baru Pencegaia-n darr
Penalggu langar COVID- 19

Badan Perencanaal
Pembangunan Daera-tl

1. Renstra Perangkat Daerah
Dilingku ngan Pemerintah
Provinsi Lampung

Pelaksanaan Perda Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembalgunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung
Tahun 2Ol9-2O24

2. Prioritas Pembangunan
Kawasan Strategis Pariwisata
Daerah Provinsi lampung

Pelaksanaan Perda Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan
Jalgka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung
Tatun 2Ol9-2O24

3. Rencana Aksi Daerah Tujuarr
Pembangunar Berkelanjutan
(TPB) Sustainable
Deuelopm.ent Goals (SDGS)
Provinsi Lampung Tahun
2o2r)-2r)24

Pelaksanaan Perda Provinsi
Larnpung Nomor 13 Talun 2019
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi l,ampung
Tahun 2Ol9-2O24

4. Master Plan Smart Vllage
Provinsi Lampung

Pelaksalaan Perda Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

5. Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerai Provinsi
Lampung Tahun 2O2O-2O24

Pelaksanaan Perda Provinsi
L,ampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembalgunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Frovinsi Lampung
Talun 2Ol9-2O24

Pelaksanaan Perda Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2O19
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daeral
(RPJMD) Provinsi lampung
Tahun 2Ol9-2O24

6. Penugasan Kepada Perseroan
Terbatas Lampung Jasa
Utama (Perseroan Daerah)
Dalam Perencalaan,
Pembangunan,
Pengembangan dall
Pengelolaan Kawasan
Pariwisata Terintegrasi
Bakauheni Harbour Citg
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3 Badan Pendapatan
Daerah

Pemberian Keringanan,
Pengurangan dan/atau
Pembebasaa Terhadap Pokok,
Denda dan Bunga Atas Hutang
Pajak Jenis Pajak Kendaraan
Elermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Di Provinsi
Lampung Tahun 2021

Menampung kebiiakan
dalam mengatur
pandemi COVID-lg

daerah
dampak

4 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

l. Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Provinsi
Iampung

Pelaksalaan Peraturan Menteri
Da,lam Negeri Nomor 19 tahun
2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Staldar Satuan Harga
Pemerintah Provinsi Lampung

Pelalsanaaa Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2O2O tentang
Harga Satuan Regional

3. Pedoman Penganggaran,
Pelaksalaal Penatausahaan
Pertarggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Hibah
dan Belanla Bantuan Sosial
Elersumber Dari APBD

Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Pedoman Pengelolaal Belanja
Tidak Terduga

Pelalsanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Talun
2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Perja,lanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung

Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keualgan Daerah

6. Tata Cara Penggeseran
Anggaran Pendapatan darr
Belanja Daerah Provinsi
Lampung

Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Taiun
2020 tentarg Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Pedoman
Investasi
Pemerintah
Lampung

Pengelolaan
Iflgsung

Daerah Provinsi

Pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengelolaal Keuangan Daerah

8. Kebijakan
Pemerintah
lampung

Akuntarlsi
Daerah Provinsi

Tindaklanjuti dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

Tindaklanjuti dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

9. Tata Cara Pelaksanaan
Tuntutan Ganti Rugr
Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain

Tindak lanjut dari Peraturan
Menteri Daiam Negeri Nomor 79
Taiun 2018 tentang BLUD

10. Pedoman Pelaksanaan Badan
Layanan Umum Daerah
Provinsi Lampung

Arahan dari KPK RIInspektorat l. Pedoman Pengendalian
GratiJikasi di Lingkungan
Pemerintal Provinsi Lampung
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2. Pengaduan Masyaral<at Tindak lanjut Peraturan Menteri
PAN Nomor 5 Talun
2009 tentang Pedoman Umum
Pena-nganan Pengaduan
Masrya-rakat Bagi Instansi
Pemerintah

6 Dinas Lingkungaa
Hidup

1. Keblja-kan dan Strategi
Daerah Pengelolaal Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Tinda.klanjut dari Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2017
tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sarnpah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumal Tangga
dan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung tentang Pengelolaan
Sampah

2. Tarif Pengujian Parameter
Pemantauan Kualitas
Lingkungan Pada BLUD
UPTD Laboratorium
Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi
L€mpung

Tindal<lanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang BLUD

7 Dinas Perkebunan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan
Harga Tandal Buah Segar
Produksi Pekebun di Provinsi
lampung

Tindaklaniut Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia
Nomor 0 1/PERMENTAN/KB. 120/
1/2018 tentang Pedoman
Penetapan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa
Sawit Produksi Pekebunan.

8 Dinas Kesehatan 1. Sistem Akuntansi dan
Pelaporan

Tindaklanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2O18 tentang BLUD

Tindaklanjut dalam Pasal 46
Peraturar Daera} Provinsi
Lampung Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pola Tarif Ruma} Sakit
Umum Daerah Bandar Negsra
Husada Provinsi Lampung

2. Peraturan Pelaksalaan
Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pola Tarif
Rumah Sakit Umum Daerah
Bandar Negara Husada
Provinsi l,ampung

3. Penetapan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK BLUD)
RSUD Bandar Negara Husada
Provinsi l,ampung

Tindaklanjut dari Peraturan
Menteri Da]am Negeri Nomor 79
Tahun 20l8 tentang BLUD

5, Pedoman Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK BLUD)
RSUD Bandar Negara Husada
Provinsi Iampung

Tindaklanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang BLUD

Tindaklanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang BLUD

6. Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan BLUD
(PPK BLUD) RSUD Bandar
Negara Husada Provinsi
Lampung

Tindaklanjut da.ri Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2O 18 tentang BLUD

7- Pedoman Tata
(Hospital Bg lnu.tsl
Bandar Negara
Provinsi Lampung

Kelola
RSUD

H u sada
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9 Dinas Penanaman
Moda-l dan PISP

l- Stardar Operasional Prosedur
pada Dinas Penaraman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi
Lampung

Tindak lanjut dari UU Nomor 1 1

Tahun 2O2O tentang Cipta Keda

2. Pelimpahan Kewenangan di
Bidang Perizinal dan Non
Per2inan Kepada Dinas
Penanaman Modal darr
Pelayalan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Lampung

Tindak lanjut dari UU Nomor 11
Tahun 2O2O tentang Cipta KerJ'a

10 Dinas Pemberdayaan
Masya,rakat, Desa dan
Transmigrasi

Kawasan Perdesaan dan
Kawasan Lainnya

Pelaksanaan Perda Provinsi
Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung
Tabnn 2Ol9-2O24

Rumah Sakit Jiwa
Daerah

1. Penetapan Tarif Pelayanan
Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Lampung

Tindaklanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 20 18 tentang BLUD

2. Penetapan Pejabat Pengelola
BLUD Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Lampung

Tindaklanjut dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang BLUD

3. Tata Cara Penyusunan,
Pengajuan, Penetapan dan
Perubahan Rencana Bisnis
dan Anggaran, Serta
Dokumen Pela-kasanaan
Anggaran BLUD Rumah Sakit
Jiwa Daerah Provinsi
Lampung

Tindaklanjut da-ri Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang BLUD

Dinas Perpu stakaan dan
Arsip Daeralr

1. Pedoman Pengelolaan Arsip
Vital, Arsip Terjaga dan
Pemeliharaan Arsip Dinas di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung

Tindal< lanjut dari Peraturan
Daerah Provinsi Lampung tentarg
Penyelenggaraan Kearsipan

2. Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Kearsipar

Tindak lanjut dari Peraturan
Daerah Provinsi l.ampung tentang
Penyelenggaraan Kearsipan

Tindaklanjut dari Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor
2 Tahun 2O2l tentalj.g Kefasama
Daerah Provinsi Lampung

13 Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

1. Pedoman Pelaksanaan
Keq'asama di Lingkungan
Pemerintai Provinsi Izmpung

2. Penyelenggaraan
Musyawarah Pimpinarr
Daerah Provinsi l.ampung

Tindaklanjut UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daeral

Tindaklanjut UU Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah

3. Penyelenggaraan
Koordinasi
L€mpung
Bupati/Walikota
tampung

Rapat
Gubernur

Dengan
se-Provinsi
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4. Kerjasama Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Untuk
Pelayanan Publik di
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi tampung

Tindaklanjuti dari Undarlg-
Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

l4 Biro Orgarisasi 1. Kedudukal, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Ke{a Perangkat
Daerai Provinsi Lampung

Tindalla-njut Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2Ol9 tentang
Pembentukan dal Susunan
Perangkat Daerah Provinsi
tampung

2. Penyelenggaraan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung

Tindak lanjut Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2O1O tentang
Grarul Design Reformasi Birokrasi
(GDRBI 20 r0-2025

Tindaklanjut Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2079 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi
Lampung

15 Sekretariat DPRD

Dinas Peternal<an dal
Kesehatsn Hewen
Provinsi Lampung

1. Pengembangan Kawasan
Korporasi Peternakan di
Provinsi l,ampung

Tindaklanjut pelaksanaan Perda
Provinsi lampung Nomor 13
Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi
t ampung Tahun 2Ol9-2O24

2. Pedoman Bantuan Premi
Asuransi Usaha Ternak Sapi
dan Kerbau (AUTSK)

Tindaklanjut pelaksanaaa Perda
Provinsi Lampung Nomor 13
Taiun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi
Lampung Tahun 20 19-2024

17. Dinas Komunikasi,
Informatika dan
Statistik

Penyelenggaraan Persaldian
Untuk Pengamanan lnformasi di
Lingkungan Pemerintal Provinsi
Lampung

Tindallanjut pelaksanaan
Peraturan Kepala Sandi Negera
Nomor 10 tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah

GT'BERNT'R LAMPUNG,
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3. Perubalan Atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor
11 Tahun 2O2O tentang
Pembentukan, OrganiMsi
dan Tata Keda Rumah Sakit
Daerah pada Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

16

PetunjukPelaksanaanPeraturanlTindaklanjut pelaksanaanl
Daerah Provinsi Lampung Nomor I Peraturan Daerah Provinsi 

I9 Tahun 2Ol7 tentang Hak I Lampung Nomor 9 Tahun 2Ol7 
I

Keuangan dan Administratif I tentang tentang Hak Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Administratif Pimpinan dan
Provinsi LampunC ] Anggota DPRD Provinsi Lampung 
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